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KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 352 TAHUN 2 0 1 9  

TENTANG 
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA 

DINI PADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh 
izin penyelenggaraan program studi dari Menteri 
Agama; 

b. bahwa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar telah 
memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program 
studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini berdasarkan 
Keputusan Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
Nomor 183/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 
28 Desember 2 0 1 8  ten tang Pemenuhan Persyaratan 
Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin 
Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak 
Usia Dini pada Universitas Nahdlatul Ulama Blitar; 

1 .  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 0 1 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 2  tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 2  Nomor 158 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  

3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2 0 1 4  ten tang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 4  Nomor 16 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500 ) ;  

4 .  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2 0 1 2  tentang 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  Nomor 24) ;  

5 .  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2 0 1 5  tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 8 ) ;  

6 .  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2 0 1 5  ten tang 






